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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1%/PERMENTAN/SH, 220/5/2017

TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN TINGG! VOKASI
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang © bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 avat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang  Pendidikan  Tinggi, perhi  menetapkan
Peraturan  Menteri Pertanian tentang  Standar
Pendidikan  Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian
Pertanian;

Mergingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

"Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580},

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun _2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2013 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5433);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);




10.

il.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500,

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian {Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluban Pertanian
Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang;

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Gowa dan Sekclah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Manokwari;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
75/Perinentan/SM.220/1/08/2006 tentang
Pedoman Penerapan Teaching Factory/ Teaching
Farm pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian
di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Peraturan Menter: Pertanian Nomor
72/Perrmentan/QT.140/6/2014 tentang Statuta
Sckolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
837),

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
73/Permentan/0T.140/6/2014 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
838);




14,

16.

17.

18.

19.

21.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
74 /Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 839});

. Peraturan Menter Pertanian Nomor

75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Penyuluhan  Pertanian Malang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 840);

Peraturan Menteri Pertanian Nomuor
76/Permentan/O0T.140/6/2014 tentang Statuta
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 841);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
77 /Permentan/0T.140/6/2014 tentang Statuta
Sekolah Tinggl Penyuluhan Pertanian Medan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 842},

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 tahun 2014 tentang ljazah, Sertifikat
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1179},

Peraturan Menteri Pertanian Nornor
43/Permentan/0OT.101/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1243);

_Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi
Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset,




Menetapkan

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun

2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 40);

22, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawal di
Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian
Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma 3 (tiga),
diploma 4 (empat), program profesi, dan magister
terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
lingkup Kementerian Pertanian.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup
Kementerian Pertanian.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan program studi,

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang
diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,
keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman

kerja.




10.

il.

12.

Profii Lulusan adalah peran yang diharapkan dapat
dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat
atau dunia kerja sesuai dengan jenjang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia.

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS
adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan
pada mahasiswa per minggu per semester.dalam proses
pembelajaran melalul berbagai bentuk pembelajaran
atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha
mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di
suatu program studi.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang
pendidikan tinggi vokasl.

Kerangka  Kualifikasi Nasional Indonesia yang
selanjutnya  disingkat KKNI  adalah  kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang
pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
strulstur pekerjaan di berbagai sektor.

Standar Nasional Pendidikan Tinggl adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
ditambah dengan Stindar Nasional Penelitian, dan
Stundar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggl di
perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal
tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang
berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian
kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku

di seluruh wilayah hulkum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode
pembelajaran  tertentu  dalam pendidikan vokasi
dan/atau pendidikan profesi.

Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa
dengan dosen dan sumber belajar .pada suatu
lingkungan belajar

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yémg
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian
suatu cabang pengetahuan dan teknologi terapan.
Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan llmu Pengetahuan dan
Teknologi  (IPTEX) terapan  untuk  memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,
dan menyebarluaskan imu pengetahuan, teknologi
terapan melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat.

Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya
disingkat RPS adalah perencanaan proses Pembelajaran
setiap mata kuliah dalam satu semester yang
ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara
mandirt atau bersama dalam kelompok keahlian suatu
bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam
Program Studi.

Satuan Acara Perkuliahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah pokok perkuliahan yang meliputi satu atau
beberapa pokok bahasan berupa teori dan/atau prgktik
untuk diajarkan sclama satu kali pertemuan.

Pangkalan Datan Pendidikan Tinggl yang selanjutnya

disebut PD Dikti adalah sistem yang menghimpun data
pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang

terintegrasi secara nasional.




Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat, serta pembinaan karakter di perguruan

tinggi lingkup Kementerian Pertanian dengan tujuan:

a. menjamin tercapainya tujuan perguruan tinggi di
lingkup Kementerian Pertanian yang berperan strategis
dalam mencerdaskan kchidupan bangsa, memajukan
IPTEK terapan dengan menerapkan nilal humaniora
serta pembudayaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia pertanian yang berkelanjutan;

b. menjamin agar Pembelajaran pada program studi,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta
pembinaan karakter yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi lingkup Kementerian Pertanian
mencapal mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam standar pendidikan tinggi vokasi pertanian; dan

c. mendorong agar perguruan tinggi lingkup Kementerian
Pertanian mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat melampaul kriteria
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

Tinggi secara berkelanjutan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:
a. standar pendidikan meliputi:
kompetensi lulusan;
isi Pembelajaran,
proses Pembelajaran,;
penilaian Pembelajaran;
Dosen;
tenaga kependidikan; _
sarana dan prasarana Pembelajaran;

pengelolaan Pembelajaran; dan

0 P N oG RN

pembiayaan Pembelajaran;

b. standar Penelitian meliputi:

—

hasil Penelitian;
2. isi Penelifian;

3. proses Penelitian;
4

penilaian Penelitian;




peneliti;

sarana dan prasarana Penelitian;

pengelolaan Penelitian; dan

© N ou

pendanaan dan pembiayaan Penelitian,
standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
hasil Pengabdian kepada Masyarakat;

isi Pengabdian kepada Masyarakat,

proses Pengabdian kepada Masyarakat;
penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

S o

sarana dan prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat;

pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

8. pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada

Masyarakat;

standar penerimaan Mahasiswa baru; dan

standar tata kehidupan kampus.

BAB Il
STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi kemampuan lalusan yang
mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran
lulusan.

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagal acuan utama dalam
pengembangan standar isi Pembelajaran, standar
proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran,
standar Dosen, standar tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana Pembelajararn, standar
pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan

Pembelajaran.




(3)

Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1] merupakan
perilaku  benar dan berbudaya sebagai haslil
internalisasi dan aktualisasi nilal dan norma yang
tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui
proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa,
Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat
terkait Pembelajaran.

Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penguasaan konsep, teori, metode,

dan/atau falsafah bidang 1mu tertentu  secara
sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam
proses Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa,

Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat

yang terkait Pembelajaran.

Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja

dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,
dan/atau  instrumen,  yang diperoleh  melalul

Pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, Penelitian

dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait

Pembelajaran, mencakup:.

a. keterampilan umum merupakan kemampuan kerja
umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam
rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan
sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
dan

b. keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja
khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan
sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Pengalaman kerja Mahasiswa berupa pengalaman

dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu

tertentu, berbentuk pelatihan kexa, kerja praktik,
praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang
sejenis.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai

bagian dari capaiarn Pembelajaran tulusan untuk setiap

tingkat Program Studi pada perguruan tnggi sesual

dengan peraturan perundang-undangan.
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Rumusan  pengelahuan dan keterampilan  khusus
sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan
harus disusun oleh forum Program Studi sejenis atau
nama lain yang setara atau pengelola Program Studi
dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.

Rumusan diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran

lulusan.

(10} Kriteria minimal kompetensi lulusan perguruan tinggi

(11)

dituangkan dalam Profil Lulusan perguruan tinggi
lingkup Kementerian Pertanian yang diselaraskan
dengan visi dan misi Kementerian Pertanian, KKNI,
Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI}, Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, dan peran-peran lain yang
dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai  penyusunarn,
pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian
Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Kedua

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 5

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal
tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
Kedalaman dan keluasan materi Pembelgjaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
capaian Pembelajaran lulusan dan harus
memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian
kepada Masyarakat.

Perumusan tingkat kedalaman dan keluasan materl
Pembclajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harts mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran
lulusan clari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
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a. lulusan program diploma tiga paling sedikit
menguasai konsep teoritis  pengetahuan dan
keterampilan bidang pertanian secara umuimm;

b. lulusan program diploma empat paling sedikit
menguasai konsep  teoritis pengetahuan dan
keterampilan bidang pertanian secara umﬁm dan
konsep teoritis bagian Kkhusus dalam bidang
pengetahuah dan keterampilan tersebut secara
mendalam;

c. lulusan progrim profes paling sedikit menguasal
{cori oplikasi pengetithuan dan keterampiian bidang
pertaniarn; dan

d. lulusan program magister terapan paling sedikit
menguasai teori dan teori aplikasi pengetahuan

bidang pertanian.

(5) Tingkat kedalaman dan keluasan matert Pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat
lumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam
bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata
kuliah.

Ketentuan lebih  lanjut mengenal  penyusunan,
pengusulan, pengkajian, penetapan tingkat kedalaman
dan keluasan materi Pembelajaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Ketiga

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 6
Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada
Program Studi untuk mencapal capalan Pembelajaran
lulusan.
Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mencakup:
a. karakteristik proses Pembelajaran;

b, perencanaan proses Pembelajaran;



(3)

C.

pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
d. beban belajar Mahasiswa.

Karakteristik  proses  Pembelajaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sifat interaktif,
holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,

efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa,

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

cl.

interaktif merupakan capaian Pembelajaran lulusan
diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua
arah antara Mahasiswa dan Dosen,;

holistikx merupakan proses. Pembelajaran yang
mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif
dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan
kearifan lokal maupun nasional,

integratif merupakan capaian Pembelajaran lulusan
yang diraih melalui proses Pembelajaran terintegrasi
untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan
secara keseluruhan dalam satu kesatuan program
melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
saintifik merupakan capaian Pembelajaran lutusan
yang diraih melalul proses Pembelajaran yang
mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta
lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai,
norma, dan kaidah ilmu . pengetahuan serta
menjunjung  tinggi nilai-nilai agama dan
kebangsaan;

kontekstual merupakan capalan Pembelajaran
lulusan yang dirath melajul proses Pembelajaran
yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan
menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
tematik merupakan capalan Pembelajaran lulusan
yang diraih melalul proses Pembelajaran yang
disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program
gtudi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata
melalui pendekatan transdisiplin;

efektif merupakan capalan Pembelajaran lilusan
yang diraih  secara berhasil guna dengan
mementingkan internalisasi materl secara baik dan

benar dalam kurun waktu yang optimun;




h. kolaboratif merupakan capalan Pembelajaran
lulusan yang diraih melalul proses Pembelajaran
bersama yang melibatkan interaksi antar individu
pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan; dan

i. berpusat pada Mahasiswa merupakan capaian
Pembelajaran  lulusan yang diraih  melalui
proses Pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,
dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan
kemandirian dalam mencari dan menemukan

pengetahuan.

Pasal 7

(1) Perencanaan  proses Pembelajaran  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk setiap
mata kuliah mencakup kelengkapan Peta Kompetenst,
RPS, SAP, dan bahan ajar berupa buku gjar, diktat,
modul dan/atau petunjuk pratikum yang ditetapkan
dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau
bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

(2) Peta kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan gambaran penguasaan kompetensi dan
subkompetensi Mahasiswa untﬁk suatu mata kuliah.

(3) Peta kompetensi sebagnimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan mengidentifikasi semua  kompetensi
yang harus dikuasai Mahasiswa untuk menentukan
titik awal proses Pembelajaran dan urutan pelaksanaan
Pembelajaran, serta rekonstruksi kompetensi mata
kuliah.

(4} RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memuat nama Program Studi, nama dan kode mata
kuliah, semester, SKS, narﬁa Dosen pengampu,
capalan Pembelajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah, kemampuan akhir yang

direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk




memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, materi

Pembelajaran/bahan kajian, metode Pembelajaran,
wakiu,  penpgalanuin belajar Mahasiswa,  Kriteria,
indikator, dan bobot penilaian, daftar referens: yang
digunakan,;

b. ditinjau dan disesuaikan secara berkala selaras
dengan perkembangan IPTEK terapan oleh wakil
pimpinan lembaga yang membidangi akademik dan
jurusan/Program Studi;

c. dijabarkan dalam bentuk SAP untuk setiap tatap
muka; dan

d. disahkan oleh Ketua Jurusan /Ketua Program
Studi.

(5] SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat:

a. nama mata kuliah;

b. kode rmata kuliah;

SKS;

waktu pertemuan;

o o

e. pertemuan;

f.  kompetensl umum;
g. kompetensi khusus;
h. pokok bahasan;

sub pokok bahasan;

[P

tahap kegiatan;

L

k. kegiatan Pembelajaran;
1. media dan alat;

m. evaluasi; dan

n. referensi.

(6) Ketentuan  lebih lanjut  mengenai penylaparn,
pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan penctapan
perencanaan  proses Pembelajaran  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Kepala
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian atos nama Menteri Pertanian.
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Pasal 8

Proses Pembelajaran sctiap mata kuliah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢ harus
dilaksanakan sesuai dengan RPS dengan pendekatan
Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (Student
Centered Learning, SCL) dan menerapkan Teaching
Factory/ Teaching Farm.
Teaching Factory/ Teaching Farm sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan model
Pembelajaran dengan suasana sesungguhnya atau
tempat kerja untuk menumbuhkan kemampuan
kewirnusahawan peserta didik yang dibutuhkan oleh
dunin usuha dan dunin industri untuk menghasilkan
produk sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumern.
Pembelajaran berpusat pada Mahasiswa (SCL)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

diskusi kelompok;

simulasli;

studi kééus;

Pembelajaran kolaboratif;

a

b

c

d

e. Pembelajaran kooperatif;

f.  Pembelajaran berbasis proyek;

g. Pembelajaran berbasis masalah,

h. Pembelajaran inovatif;

i. discovery learning,

j.  contextual learning,

k. berbasis IT (E-learning/digital learning); dan/atau

1.  metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif
memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran
lulusan.

Setiap mata kuliah harus menggunakan satu atau

gabungan dari beberapa bentuk Pembelajaran SCL,

berupa:

a. kuliah;

b. responsidan tutorial;

c. seminar; dan

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau
praktik lapangan.




(5)
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Bentuk Pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat
(4), bagi program pendidikan diploma tiga, diplorna
empat, program profesi, dan program magister terapan,
harus ditamba_h Penelitian, perancangan, atau
pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) berupa Peneclitian, perancangan, atau
pengembangan merupakan kegiatan Mahasiswa di
bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan
sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik,
serta mendukung pembangunan pertanian,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kegiatan Mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam
rangka memanfaatkan IPTEK  terapan untuk
mendukung pembangunan pertanian, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Kelenluan lebih lanjut mengenal pelaksanaan proses
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas

nama Menteri Pertanian.

Pasal 9
Beban belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dinyatakan dalam
besaran SKS, 1 (satu) SKS sectara dengan 170 menit
kegiatan belajar per minggu per semester.
Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satuan waktu kegiatan Pembelajaran efektif

selama 16 (enam belas) minggu termasuk evaluasi hasil

belajar.
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(3) 1 (satu) SKS pada bentuk Pembelajaran kuliah,

(4]

responsi, dan tutorial, mencakup kegiatan belajar
dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu
per semester, kegiatan belajar dengan penugasan
terstruktur 60 (enam puluh} menit per minggu per
semester, kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh)
menit per minggu per semester.

Satu SKS bentuk Pembelajaran seminar atau bentuk

Pembelajaran lain yang sejenis, mencakup keglatan

tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per

semester, kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh pulﬁh]
menit per minggu per semester.

Satu SKS pada bentuk Pembelajaran praktikum,

praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan,

Penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau bentuk

Pembelajaran lain yang setara yaitu 170 (seratus tujuh

puluh) menit per minggu per semester (120 (sera.tus

dua pulun) menit praktik, 50 (lima puluh) menit tugas
mandiri}.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program

pendidikan:

a. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk
program diploma tiga, dengan beban belajar
Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan)
SKS;

b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk
program diploma empat/sarjana teraparn, dengan
beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus
empat puluh empat] SKS;

c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program
profusi sclelah menyclesaikan  program  diploma
cinpal/sarjania e pan, dengan beban belajar
Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat)
SKS; clan/atau

d. paling lama 4 {empat) tahun akademik untuk
program magister terapan, setelah menyelesatkan
program diploma empat/sarjana terapan, dengan
beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36- (tiga
puluh enam) SKS.




(7]
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Beban belajar Mahasiswa setiap semester yang
dinyatakan dalam besaran SKS, harus dilaporkan

melalui PD Dikti sesuai pericde pelaporan.

Ketentuan lebih lanjul mengenai beban belajar
Mahasiswi sehapgimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan  Peraturan Kepala  Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas

nama Mentari Pertanian.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 10

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria

minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar

Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capalan

Pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa

sebagajmané dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. prinsip penilaian;

b. teknik dan instrumen penilaian;

c. mekanisme dan prosedur penilaian;

d. pelaksanaan penilaian;

e. pelaporan penilaian; dan

f.  kelulusan Mahasiswa.

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,

akuntabel dan transparan yang dilakukan secara
terintegrasi, dengan ketentuan:

a. prinsip edukatif merupakan penilaian yang
memotivasi Mahasiswa agar mampu memperbaiki
perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian
Pembelajaran lulusan;

b. prinsip otentik merupakan  penilaian  yang
berorientas! pada proses belajar yang
berkesinambungan dan  hasil belajar  yang
mencerminkan kemampuan Mahasiswa pada saat

proses Pembelajaran berlangsung;




8]
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c. prinsip objektif merupakan penilalan  yang
didasarkan pada standar yang disepakati antara
Dosen dan Mahasiswa serta bebas darl pengaruh
subjektivitas penilai dan yang dinilal;

d. prinsip akuntabel merupakan penilalan  yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria
yang jelas, disepakatl pada awal kuliah, dan
dipahami oleh Mahasiswa,; dan

e. prinsip transparan merupakan penilaian yang
prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh
semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

huruf b, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja,

tes tertulis, tes lisan, penugasan dan angket/kuis.

Instrumen penilaian schapaimana dimaksud pada ayat

(2) hurufl b, terdiri atas penilalan proses dalam bentuk

rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio

atau karya desain. '

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian

observasi.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan

umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan

memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan
instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dan ayat (5}.

Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara

berbagai teknik dan instrumen penilaian  yang

digunakan.

Pasal 11

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2} hurufc, terdiri atas:

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap,
teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian antéra penilal dan yang dinilai sesual
dengan rencana Pembelajaran;

b. melaksanakan proscs penilaian sesual dengan

tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan

pobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

scbagahnana.dhnaksudAdaknn.Pasal1O;
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c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk
mempertanyakan hasil penilalan kepada
Mahasiswa; dan

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil
belajar Mahasiswa  secara akuntabel dan
transparan.

Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2} huruf c¢ harus mencakup tahap

perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,

observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan

pemberian nilal akhir,

Pasal 12
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf d harus terdiri atas Ujian
Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan dapat
ditambah dengan waktu yang lain untuk mengukur
tingkat capaian Pembelajaran mata kuliah.
Materi Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir
Semester harus divalidasi oleh Tim Verifikator yang
ditetapkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
Proses penilaian harus sesual dengan tahap, teknik,
instrumen, Kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang
memual prinsip peniliiin.
Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesual dengan
rencana Pembelajaran.
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan oleh penilai yang kompeten dan
ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggl.
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat dilakukan oleh:
a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu,
b, Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan
mengikutsertakan Mahasiswa, dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan
mengikutsertakan pemangku kepentingan yang

relevan.




(7)

(2)

Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa
didolcumentasikan oleh bagian akademik secara
akuntabel dan  transparan, serta  melakukan

pengembalian penilaian umpan balik tepat waktu.

Pasal 13
Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat {2) hurul e berupa kualifikasi
keberhasilan Mahasiswa dalam menempuh suatu mata
kuliah dinyatakan dengan lambang huruf sebagal
berikut:
2. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori
sangat baik;
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori
baik;
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua} berkategori
cukup;
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori
kurang; atau
e. huruf E setara dengan angka O (nol) berkategori
sangat kurang.
Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan
angka antara untuk nilai pada kisaran O (nol} sampai 4
(empat].
Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap
semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester
(IPS) dan hasil penilalan capaian Pembelajaran lutusan
pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK).
Hasil penilaian capaian Pembelajaran per semester
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan
secara periodik melalui sistem pelaporan PD Dikti.

Pasal 14
Maliusiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh
seluruh beban belajar yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan memiliki capalan
Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program
Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih

besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)

tanpa nilai D.
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Kelulusan Mahasiswa dinyatakan dengan predikat
memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan
kriteria sebagai berikut:

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat
memuaskan apébila mencapai  Indeks Prestasi
Kumulatif {IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam] sampail
dengan 3,00 (tiga koma noil;

b, Maluisiswa  dinyatahoan Julus dengan predikat
sangat memuaskan apabila mencapal Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 {tiga koma nol satu)

sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan/atau

¢. Mahasiswa dinyatakan lulus  dengan predikat

pujian (cum laude) apabila mencapai indeks prestasi
kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampal
dengan 4,00 (empat koma nol) tanpa nilai C dengan
masa studi paling lama 4 (empat) tahun.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) berhak memperoleh:

a. ijazah, bagi lulusan program diploma dan program

magister terapan,;

b. transkrip nilai;

c. sertifikat profesi, bagl lulusan program profest;
d. sertifikat kompetensi,

e. Surat Keterangan Pendamping [jazah (SKPI); dan
f. Gelar

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a sampai dengan huruf e, serta pencantuman
sebagaimana dimaksud pada huruf f sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Nomor Registrasi [jazah Mahasiswa pada Lembaga
Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian diterbitkan oleh
Kementerian Pertanian, scdangkan Penomoran ljazah
Nasional (PIN) diregistrasi melalui PD-Diktl.

Ketentuan lebih lanjut mengenail penilaian
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Penyuluhan dan Penpgembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian atas nama Menteri Pertanian.




(5)
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Bagian Kelima

Standar Dosen

Pasal 15
Standar Dosen merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi dan kompetensi Dosen untuk
menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

pemenuhan capaian Pembelgjaran lulusan.

Kompetensi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau
sertifikat profesi.

‘Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk  menyelenggarakan
pendidikan  dalam rangka pemenuhan capaian
Pembelajaran lulusan.

Dosen wijibh memiliki kualifkasi akademik minimai
magister atau magister lerapan yang relevan dengan
Program Studi dari perguruan tinggi terakreditasi
minimal B dan memenuhi syarat sebagai pendidik.
Dosen harus memiliki sertifikat pelatihan Peningkatan
Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)
dan Applied Approach (AA) atau pelatihan lainnya yang

terkait dengan kompetensi mengajarnya.

Pasal 16
Penghitungan beban kerja Dosen atau dengan istilah
lain didasarkan pada:
a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
1} pendidikan dan pengajaran;
2) pembimbingan dan pelatihan;
3) Penelitian; dan
4) Pengabdian kepada Masyarakat;
b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan  tugas
tambahan; dan
c. keglatan penunjang.
Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besarnya

peban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan

tugas tambahan.




4.

(3} Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam

Penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan tugas
akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara
paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa dalam 1 (satu)
tahun.

Nisbah Dosen/Mahasiswa paling banyak 1:30.
Pengaturan pemberian tunjangan profesi pada Dosen
diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 17

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

Dosen tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan ketentuan:

a. Dosen tetap merupakan Dosen yang bekerja penuh
waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada
lembaga pendidikan tinggi vokasi pertanian dan
memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);

b, Jumlah Dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh
persen) dari jumlah seluruh Dosen pada perguruan
tinggi tersebut; dan

¢ Jurnlah Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh
waktu untuk menjalankan proses Pembelajaran
pada setiap Program studj paling sedikit 6 (enam)
orang, dan wajibh memiliki keahlian di bidang ilmu
yinp sestnd o dengam disiplin ilmu pada Program
Stud.

Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan ketentuan:

a. Dosen tidak tetap merupakan Dosen kontrak yang
diangkat oleh pimpinan lembaga pendidikan tingg
yokasi pertanian selama jangka waktu tertentu,
bekerja penuh atau tidak penuh waktu;

b. Dosen yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu
tetapl satuan administrasi pangkalnya di instansi
lain dan diangkat oleh lembaga pendidikan tinggl
vokasi pertanian berdasarkan perjanjian kerja,
memiliki NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) atau

NUP (Nomor Urut Pendidik); dan




(4)
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c. Dosen tidak tetap memiliki kualifikasi akademik
tertentu dan keahlian di bidang ilmu yang sangat
dibutuhkan oleh perguruan tinggi.

Persyaratan dan tata cara memperoleh NIDN, NIDK, dan

NUP sesuai dengan peraturan perundangan yang

mengatur mengenai registrasi pendidik pada perguruan

tinggi.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Dosen baru

pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup

Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan.

Bagian Keenam

Standar Tenaga Kependidikan

Pasal 18
Standar tenaga kependidikan merupakan kriteria
minimal tentang kualifikasi dan kompetenst tenaga
kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan
dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran

lulusan.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan anggota masyarakat yang diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi,

antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran

dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Persyaratan kualifikasi akademik tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik
minimal SMA/SMK atau sederajat;

b. Laboran memiliki kualifikasi akademik minimal
Diploma 3 (D-111); dan

c. Teknist memiliki kualifikasi akademik minimal
Diploma 3 (1 ).

Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlan

khusus barus memiliki sertifikat kompetensi sesual

dengan bidang tugas.
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Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 19
Standar sarana dan  prasarana Pembelajaran
merupakan kriteria minimal tentang sarana dan
prasarana Pembelajaran yang harus sesuai dengan
kebutuhan isi dan prosecs Pembelajaran  untuk
memenuhi capaian Pembelajaran lulusan.
Sarand  dan prasaran Pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) harus dituangkan dalam
rencana dasar (master plan) serta  rencana
pengembangannya.
Standar sarana Pembelajaran sebagalmana dirmaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. meubelain

b. peralatan pendidikan;

c. media pendidikan;

d. buku, buku elektronik, dan repositori,

e. sarana teknologi informasi dan komunikast;
f instrumentasi eksperimen,

g sarana olahraga;

h. sarana berkesenian,

sarana fasilitas umum;

- [

j. bahan habis pakal;

k. sarana pemeliharaan;

{. keselamatan; dan

m. keamanan.

Jumlah, Jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 ditetapkan berdasarkan rasio
penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode
dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin
terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan
administrasi akademik.

Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. lahan;

b. ruang kelas,

c. perpustakaan;
d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi

Pembelajaran kewirausahaarn;




tempat berolahraga;
ruang untuk berkesenian;

ruang unit kegiatan Mahasiswa;

= O

ruang pimpinan perguruan tinggi,

— -

ruang Dosen;

j. ruang tata usaha; dan
k. fasilitas umum.

(6) Luas dan lokasi lahan Pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a harus dapat memenuhi
kebutuhan untuk mencapai capaian Pembelajaran
lulusan, pcmanfaafan lahan Pembelajaran harus
mencapai 100% (seratus persen).

(7) Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5 huru{ b
harus dilengkapi dengan sirkulasi udara dan
penerangan yang memadai, Serta dilengkapi dengan
sarana berupa meubelair, LCD proyektor dan screen,
komputer PC  atau  laptop, whiteboard  dan
perlengkapannya, internet/wifi, dan perlenglkapan
permnadam kebakaran.

(8) Perpuslukaan sebagaimuana dimaksud pada ayat (5]
huruf ¢ terdiri atas ruang koleksi, ruang baca, ruang
kerja/pengolahan bahan pustaka dan gudang, dan
harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman buku
dan referensi lainnya sesual dengan kebutuhan civitas
akademika.

(9] Perpustakaan mempunyai titik akses internet yang
tersambung ke server internct kampus dan dapat
mengakses koleksi digital (e-library) dan paling kurang
memiliki band width internet 5 (lima) kbps per
Mahasiswa.

(10) Perpustakaan harus memiliki bulcu inventaris untuk
mencatat  koleksi perpustakaan, buku pegangan
pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka.

(11) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5}
huruf d harus memiliki peralatan yang sesual dengan
perkembangan IPTEK dan dilengkapl dengan manual
yang jelas untuk mencapal capaian Pembelajaran.

(12) Unit kegiatan Mahasiswa untuk olah raga dan kesenian

harus dilengkapi dengan prasarana dan peralatan

sesuai dengan kebutuhan.
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Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 20
Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program
Studi.
Pelaksana standar pengelolaan Pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program
Studi dan perguruan tinggl.
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
harus melaksanakan penjaminan mutu akademik
secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif, dan
sistematis.
Program  Stadi  wajib meclakukan pcnyusunan
Kurikulum dan rencana Pembelajaran setiap mata
kuliah.
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat {4) harus
mencakup Profil Lulusan, capaian Pembelajaran,
strategi/ metode Pembelajaran, dan sistem
Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan capaian
Pembelajaran dalam KKNI, dan harus ditinjau secara
berkala dan komprehensif sesual dengan standar
kompetensi lulusan, perkembangan [PTEK, dengan
melibatkan pemangku kepentingan. Penyempurnaan
Kurikulum  ditakukan minimal satu tahun setelah
menghasilkan julusan
Program Studi harus menyelenggarakan program
Pembelajaran sesual standar isi, standar proses, dan
standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka
mencapai Capaian Pembelajaran lulusan.
Program Studi harus memiliki mekanisme untuk
menciptakan suasana akademil dan budaya mutu yang
baik, serta melakukan kegiatan pemantauan dan
evaluasi secara periodik dan terstruktur dalam rangka

meningkatkan mutu proses Pembelajaran.
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Ketua Program Studi harus melaporkan hasil program
Pembelajornn sebagainuna  dimaksud pada ayat (6)
secara periodik kepadu pimpiran perguruan tinggi,
sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan
keputusan perbaikan dan pengembangan mutu

Pembelajaran.

Pasal 21 _
Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2} harus menyusun kebijakan, rencana
strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran
yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan
pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman
bagi Prografn Studi dalam melaksanakan program
Pembelajaran.
Perguruan tinggl harus menyelenggarakan
Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program
pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5
ayat (4) yang selaras dengan Capaian Pembelajaran
lulusan.
Perguruan tinggl harus menjaga dan meningkatkan
mutu pengelolaan Prograin studi dalam melaksanakan
program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan
sasaran yang sesuai dengan visi dan misl perguruan
tinggl.
Perguruan tinggi harus melalkukan pemantauan dan
evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam
melaksanakan kegiatan Pembelajaran.
Perguruan tinggi harus memiliki panduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu,
dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen
serta tenaga kependidikan.
Perguruan tinggi harus menyampaikan laporan kinerja
Program Studi dalam menyelenggarakan program
Pembelajaran setiap semester melalui secara berkala,
dan :m.-_ndukmnvnl.mikzmnya di masing-masing

Program Studi dan Pusat Penjaminan Mutu.
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Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pengelolaan
Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 22
Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria
minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.
Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk
pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan
Dosen dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggl yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan
mencakup biaya Dosen, biaya tenaga kependidikan,
biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya
operasional tidak langsung.

Biaya pendidikan yang diperlukan oleh Mahasiswa

dikelola oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi harus:

a. mempunyai sistem  pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan sampal pada
satuan Program Studi;

b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan
tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana
kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi;

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar

satuan biaya pendidikan tinggi vokasi pada setiap

akhir tahun anggaran;
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d. menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur
dalam menggalang sumber dana lain secara
akuntabel dan transparan dalam  rangka
meningkatkan kualitas pendidikan;

e. menetapkan alokasi biaya operasional antara lain,
gaji Dosen, tenaga kependidikan serta tunjangan
yang melekat pada gaji, honor Dosen tidak tetap,
biaya bahan dan peralatan habis pakal, biaya
operasional yang tidak langsung seperti jasa
telekomunikasi, air, listrik, transportasi, konsumsi,
pajak, pemelihardan sarana dan prasarana dari
total anggaran tahunan; dan

f.  menyusun laporan keuangan meliputi neraca,
laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva
pasiva, serta laporan keuangan lainnya sesuail
dengan  ketentuan peraturan  perundangan-
undangan.

Pcmbiayaan‘pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersumber dari Kementerian Pertanian berupa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN} rutin

dan dapat ditambah don Kerjasama antara perguruan

tinggi dengan  Pemermtal Provinst dan Pemerintah
kabupaten/kota, instansi swasta lainnya yang sifatnya
tidak mengikat serta sumber-sumber dana lain sesual

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IIl
STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu

Standar Hasil Penelitian

Pasal 23
Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal

tentang mutu hasil Penelitian.
Hasil Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sesuai dengan kaidah ilmiah.
Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus diverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian dalam hal:
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plagiarism, yaitu dalam hal sebagian atau bahkan

o

seluruhnya menyalin data hasil Penelitian lain
tanpa merujuk pada sumbernya;

b. fabrikasi, yaitu dalam ha! data yang disajikan
merupakan  hasil  rekayasa peneliti  atau
merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau
tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh
peneliti;

c. falsifikasi, yaitu dalam hal peneliti dengan sengaja
mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun
merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk
kepentingan peneliti  sehingga informasi yang
dikandung menjadi menyimpang dan bahkan
dapat menyesatkan (misleading],

d. menggunakan ide, informasi, dan konsep orang
lain vang masih berupa manuskrip atau proposal
Penelitian yang sedang dalam proses reviu;

¢. memasukkan nama orang, organisasi  atau
lembaga dalam suatu laporan hasil Penelitian,
padahal orang, organisasi atau lembaga yang
dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam
Penelitian yang dilaporkan;

f  mutu yaitu dalam hal hasil Penelitian memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masyarakat; dan/atau

g, manfaat yaitu dalam hal hasil Penelitian berupa
inovasi serta pengembangan IPTEK  yang
.bermanfaat bagi masyarakat.

Kornisi Etik Penelitian harus melakukan tindak lanjut

atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

Komisi Ictik Penchtian scbagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan

perguruan tinggi.

Hasil Penelitian harus mendukung pengembangan

materi ajaf, serta pengembangan IPTEK terapan yang

bermanfaat bagl masyarakat untuk mendukung

pembangunan pertaniarn.
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Hasil Penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk
media online/buku/prosiding seminar/jurnal ilmiah
nasional ber-ISSN atau terakreditasi/internasiconal
bereputasi paling sedikit 1 {satu) naskah dalam satu

tahun,

Bagian Kedua

Standar Isi Penelitdan

Pasal 24

Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal
tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
Kedalaman dan keluasan materi Penelitan harus
berupa Penelitian terapan lingkup pertanian.

Materi Penelitian terapan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang
berupa inovasi, pengembangan materi ajar, serta
pengembangan IPTEK terapan yang bermanfaat bagi
masyarakat  untuk mendukung  pembangunan
pertanian,

Materi Penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan

masyarakat.

Bagian Ketiga

Standar Proses Penclitian

Pasal 25
Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal
tentang  kegiatan Penelitian yang terdiri  atas
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) harus dilaksanakan sesuai dengan rencana (road

map) Peneliian yang disusun masing-masing Program

Studi dan atau kelompok ilmu.
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Kegiatan Penelitian harus memenuhi  kaidah dan
metode ilmiah serta sesuai dengan otonomi keillmuan
dan budaya akademik.

Kegiatan Penelitian yang dilakukan harus memenufi
standar mufu, keselamatan — kerja,  kesehatan,
kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta
lingkungan.

Kegiatan Penelitian yang dilakukan harus sesual
dengan kompetensi bidang keahlian/ilmu dan dapat
melibatkan Mahasiswa sebagai bentuk Pembelajaran
untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan.
Kegiatan Penelitian Mahasiswa vyang dilaksanakan
dalany ranpka tugas akinr dinyatakan dalam besaran
SKS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan
memenuhi ketentuan perguruan tinggi di lingkungan

Kementerian Pertanian.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Penelitian

Pasal 26

Standar penilaian  Penelitian merupakan  kriteria
minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhl prinsip
penilaian meliputi edukatif, objektif, akuntabel, dan
transparan serta memperhatikan kesesualan dengan
standar hasil, standar isi, dan standar proses
Penelitian.

Penilaian Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan menggunakan metode dan instrumen
yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja
hasil Penelitian.

Penilaian  Penelitian  yang dilaksanakan  diatur

berdasarkan peraturan pada perguruan tinggi di

lingkungan Kementerian Pertaniarn.
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Bagian Kelima
Standar Penelit

Pasal 27
Standar  peneliti  merupakan  kriteria minimal
kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguasai metodologi Penelitian sesual dengan bidang
keilmuan, objek Penelitian, tingkat kerumitan, dan
kedalaman Penelitian.
Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan
kualifikasi akademik dan hasil Penelitian.
Peneliti  harus  mclaksanakan  Penelitian  dan

kemandirian profesional.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 28

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan
kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian
dalam rangka memenulii hasil Penelitian.

Sarnni dan prasatna Penelitian sebagalmana
dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi standar muty,
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.
Sarana dan prasarana Penelitian yang tersedia harus

dapat memfasilitasi kegiatan Penelitian.

Bagian Ketujuh

Standar Pengelola Penelitian

Pasal 29
Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria
minimal tentang perencanaar, peiaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan Penelitian.




(2)

(3)

(4)

“36-

Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

a.

h.

menyusun dan mengembangkan rencana program
Penelitian sesuali dengan rencana strategis
Penelitian;

menyusun dan mengembangkan panduan, dan
sistem  penjaminan  mutu  internal kegiatan
Penelitian;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Penelitian;

memfasilitasi diseminasi hasil Penelitian;
mermfasilitasi  kegiatan peningkatan kemampuan
peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan
artikel ilmiah, dan perolehan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HKI);

melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan
prasarana Penelitian; dan

menyusun laporan pengelolaan kegiatan Penelitian.

Perguruan tinggi harus:

a.

b.

memiliki  rencana  strategis  Peneliian  yang
merupakan bagian dari rencana strategis institusi,
menyusun  kriteria  dan prosedur  penilaian
Penelitian paling sedikit menyangkut aspek hasil
Penelitian dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan [PTEK terapan untuk mendukung
pembangunan pertanian;

menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Pusat
Penelitin dan Pengabdian kepada Masyarakat atau
fungst  Penehuian dalam menjalankan program
Penelitian secara berkelanjutan;

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
Pusat  Penelitian dan  Pengabdian kepada
Masyarakat;
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e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana
Penelitian dengan mengacu pada standar hasil,
standar isi, dan standar proses Penelitian;

f. dapat mendayagunakan sarana dan prasarana
pada lembaga lain melalui kerja sama Penelitian;

g. mclakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
jumlaby, jenis. dion spesifikasi sarana dan
prasarana Penelilian; dan

h. menyampaikan laporan kinerja unit atau fungsi
Penelitian dalam menyelenggarakan pPrograrn
Penelitian paling sedikit melalui  PD Dikti dan
mendokumentasikannya di masing-masing Program

Studi, serta Pusat Penjaminan Mutu.

Bagian Kedelapan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 30
Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
merupakan Kkriteria sumber pendanaan, mekanisme
pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
Perguruan tinggi  harus mengalokasikan  dana
Penelitian.
Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama
dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri, atau
dana dari masyarakat yang tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus digunakan untuk membiayal perencanaan
Penelitian, pelaksanaan Penelitian, pengendalian
Pcnelitién, pemantauan dan evaluasi Penelitian,
pelaporan hasil Penelitian, dan diseminasi hasil
Penelitian.
Perguruan tinggi harus menyiapkan standar minimal
anggaran untuk Penelitian.
Ketentuan lebih  lanjut mengenai  mckanisme
pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh

pimpinan perguruarn tinggi di 1inglcungaﬁ Kementerian

Pertanian.
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BAB IV
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 31

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat

merupakan  kriteria  hasil Pengabdian  kepada

Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan [PTEK terapan guna mendukung

pembangunan pertanian.

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} merupakan:

a. penyclesalan masalah yang dihadapi masyarakat
denginn memanfaatkan keahlian sivitas akademika
yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna,
bahan pengembangan IPTEK terapan; dan/atau

bahan ajar untuk pengayaar sumber belajar.

Bagian Kedua

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 32

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan
kriteria tentang kedalaman dan keluasan matert
Pengabdian kepada Masyarakat.
Kedalaman dan keluasan materi Pcngabd1an kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada
Masyarakat, dan bersumber dari hasil Penelitian atau
pengembangan I[PTEK terapan yang sesual dengan
kebutuhan masyarakat.
Hasil Penelitian atau pengembangan [PTEK terapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] meliputi:
a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung

dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
b. pengembangan [PTEK terapan dalam rangka

memberdayakan masyarakat;
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c. teknologi pertanian tepat guna yang dapat
dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial,
dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat
diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha
pertanian, industri pertanian, dan/atau
Pemerintah; dan/atau

e. HK! yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha pertanian, dan/atau

industri pertanian.

Bagian Ketiga
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

A Pasal 33
(1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan kriteria tentang kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat yang terdiri atas 'perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

(2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa
penerapan [PTEK terapan sesuai dengan Dbidang

keahlian Dosen, pelayanan kepada masyarakat,

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan
minsyarakat lani.
(3) Keglatan Pengaixiian kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus
mempertimbangkan standar mutu, menjamin
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

(4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan
sesuai dengan kompetensi bidang keahlian/1iimu dan
dapat melibatkan Mahasiswa sebagai bentuk
Pembelajaran untuk memenuhi Capaian
Pembelajaran lulusan.

(5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang
dilakukan oleh Mahasiswa dinyatakan dalam besaran

SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).
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Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus
diselenggarakan secara terarah, terukur, dan
terprogram serta memenuhi ketentuan dan peraturan

di perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 34

Standar pe_nilaian Pengabdian kepada Masyarakat

mcrupakan:kriteria tentang penilaian terhadap proses

dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian

kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dilakukan secara terintegrasi paling scdikit

memenuhl unsur:

a. edukatif, yang merupakan penilaian  untuk
memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan
mutu Pengabdian kepada Masyarakat,

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan
kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh
subjektivitas;

c. akuntabel, yang merupakan penilaian  yang
dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang
jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian
kepada Masyarakat; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian prosedur
dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua
pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada

Masyarakat selain memenuhi prinsib penilaian

sebagairnana dimaksud pada ayat (2}, harus

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,
standar isi, dan slandar proses Pengabdian kepada

Masyarakat.

krilerin pentidinn hasil Pengabdian kepada

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:




a. tingkat kepuasan masyarakat;

b. terjadinya perubahan pengetahuan, keterampilan
dan sikap pada masyarakat sesuai dengan
sasaran programi,

c. dapat dimanfaatkannya [PTEK terapan di
masyarakat secara berkelanjutan;

d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan
Pembelajaran serti pematangan sivitas akademtka
sebapgal hasil pengembangan  IPTEK  terapan;
duan/atau

e. teratasinya masalah sosial ekonomi pertanian dan
rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan
oleh pemangku kepentingan atau tingkat
kepuasan masyarakat.

Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat harus

dilakukan dengan menggunakan metode dan

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat
mewakili uluran ketercapaian Kkinerja proses dan
pencapaian  kinerja hasil Pengabdian kepada

Masyarakat.

Bagian Kelima
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 35
Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan Kriteria kemampuan pelaksana untuk
melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memiliki
penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang
sesuai dengan bidang keahlian, jenis keglatan, scrta
tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus ditentukan berdasarkan:
o kualifikasi akademik; dan/atau
b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Kemarmpuan pelaksana Pengabdian kepada
Masyarakat menentukan kewenangan pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat.
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Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 36

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat merupakan kriteria tentang sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses
Pengabdian kepada Masyarakat.

Sarana dan prasarana  Pengabdian kepada
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan- fasilitas yang dimiliki oleh perguruan

tinggi untuk memfasilitasi Pengabdian kepada

Masyarakat.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenhi standar mutu, keselamatan
ke, Lesehstan, Kensvaananan, dan keamanain.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 37

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
merupakan kriteria tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, ~ pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan keglatan Pengabdian kepada
Masyarakat.

Pengelelaan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud nada ayat (1) dilaksanakan

olen Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat.
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus:
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a. menyusun rencana strategis, menyusun dan
mengembangkan rencana program  sesual
dengan rencana strategis pengabdian kepada
masyarakat;

b. menyusun dan mengembangkan panduan dan
sistem penjaminan mutu internal kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat,

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;

e. memo/asilitasi diseminasi hasil Pengabdian kepada
Masyarakat.

{  memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan
pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

g. memberikan penghargaan kepada  pelaksana
Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi,

h. dapat mendayagunakan sarana dan prasarana
pengabdian kepada masyarakat pada lembaga
lain melalui kerja sama;

i, melakukan analisis kebutuhan yang
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasl
sarana dan  prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat; dan

j. menyusun laporan pengelolaan
'engabdian hepada Masyarakat dan
mendokumentasikannya di Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat dan Pusat
Penjaminan Mutu.

(4) Perguruan tinggi harus:
a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada

masyarakat yang merupakan  bagian dari

rencana strategis institusi;
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menyusun  kriterin dan  prosedur penilaian
pengahdiam kepada masyarakat Yarng
menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada
Masyarakat dalam mencrapkan, mengamalkan,
dan membudayakan ilmu pengetahuan dan
teknologi terapan untuk mendukung
pembangunan pertanian; dan

menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan

lembaga  atau fungsi  pengabdian kepada

masyarakat dalam menjalankan program
pengabdian kepada  masyarakat  secara
berkelanjutan;

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
lembaga atau fungsi pengabdian kepada
masyarakat dalam melaksanakan prograin
pengabdian kepada masyarakat;

memiliki panduan tentang kriteria pelaksana
pengabdian kepada masyarakat dengan
mengacu pada standar hasil, standar 1si, dan
standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
dapat mendayagunakan sarana dan prasarana
pada lembaga lain  melalui  kerja  sama
pengabdian kepada masyarakat; dan

melakukan  analisis kebutuhan yang
menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
Bagian Kedelapan
S*andar Pendanaan dan Pembiayaan

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 38

Standar pendanadn dan pembiayaan Pengabdian
kepada Masyarakal merupakan  kriteria sumber

pendanaan  dan mckanisme  pendanaan dan

pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
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Perguruan tinggl harus  menyediakan  dana
Pengabdian kepada Masyarakat.

Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan
lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri,
atau dana dari masyarakat yang sifatnya tidak
mengikat sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat
sehugaimiana  dimaksud  pada ayat (2) digunakan
untuk  membiayal perencanaan, pelaksanaan,
pernantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi
hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Perguruan tinggi harus menyiapkan standar minimal
anggaran untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenal mekanisme
pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada

Masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

BAB V
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DAN STANDAR TATA KEHIDUPAN KAMPUS

Bagian Kesatu

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 39
Standar penerimaan Mahasiswa baru merupakan
kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi persyaratan dan tata cara
dalam penerimaan Mahasiswa baru di perguruan

tinggi lingkup Kementerian Pertanian.
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Tata kelola sistem penerimaan Mahasiswa baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus
mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumern,
sistem pengambilan keputusan dan konsistensi
pelaksanaannya.

Tata kelola sistem penerimaan Mahasiswa baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan oleh
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Sistem  penerimaan Mahasiswa baru  harus
menerapkan prinsip-prinsip ekuitas, yaitu kesamaan
dan kesetaraan dalam penerimaan Mahasiswa baru.
Meckanisme pembiayaan penerimaan Mahasiswa baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur
oleh Perguruan tinggi.

Perguruan  tinggi  harus menyusun  laporan
keglatan penerimaarn Mahasiswa baru,
mendokumentasikannya  di Bagian Administrasi
IAkademik dan Kemahasiswaan, Pusat Penjaminan
MUt serta menyinnpaikan kepada Kepala Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pertanian.

Bagian Kedua

Standar Tata Kehidupan Kampus

Pasal 40

Standar tata kehidupan kampus merupakan kriteria
minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Tata kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tata tertib yang berkaitan dengan
kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus.

Tata tertib kehidupan  kampus sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) harus mencakup norma dan

etika, kewajiban dan hak, larangan dan sanksi di

bidang akademik maupun non akademik.
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Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan ketentuan atau nilai-nilai yang mengatur
tingkah laku manusia dalam lingkungan pendidikan.

Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
merupakan aturan mengenai nilai dan prinsip moral
yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu

kelompok dalam metaksanakan kegiatannya.

Pasal 41

Tata kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada
Pasal 40 ayat (3} harus mencakup pembinaan softskill
dan pembinaan minat, bakat dan kegemaran.
Pembinaan softskill sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputl komunikasi, kejujuran,
kerjasama, interpersonal, etos kerja, motivasi, mampu
beradaptasi, organisasl, kedisiplinan, kewirausahaan,
kepemimpinan, percaya diri, kreativitas, humoris,
kesopanan, dan budaya pertanian.

Permbinaan minat, bakat dan kegemararn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kelembagaan
Mahasiswa, kerohanian dan bimbingan mental,
olahraga dan kesenian, kewirausahaan, penalaran

IPTEK, kesejahteraan Mahasiswa, kepramukaan, dan

bela negara.

Perguruan tinggi harus menyusun laporan kegiatan
penyelenggaraan  [aia kehidupan kampus dan
mendokumentasikannya di Bagian Administrasi
Akadenuk dan Kenahasiswaan, dan masing-masing
Program Studi, serta pusat Penjaminan Mutu.
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata kehidupan
kampus sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat
(1) diatur dengan  Peraturan Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengermbangan Sumber Daya

Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

asal 42
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Linglkup
Kementerian Pertanian harus menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1} Standar pendidikan pada Pendidikan Tinggi Vokasi
Lingkup Kementerian Pertanian merupakan satu
kesatuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi dan pembinaan karakter untuk Mahasiswa agar
memiliki nilai integritas, moral, etika, kejujuran,
kepedulian, tanggung jawab, kedisiplinan, dan
kepemimpinan dalam kehidupan kampus.

(2) Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban
Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan
pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat. '

(3) Standar pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian
Pertanian disempurnakan secara terencana,
sistematis, dan terarah sesual dengan tuntutan
kualitas Sumber Daya Manusia pertanian.

(4) Standar pendidikan  Tinggl Vokasi  Lingkup
Kementerian  Pertanian ditindaklanjuti ~ dengan
penyusunan perangkat penjaminan mutu pendidikan

vang ditetapkan oleh Pimpinan Pendidikan Tinggl

Vokasi Pertanian.
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Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri inl dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mel 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

N

N SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL |
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
2

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 742"




